
 

 

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 REPUBLIK Indonesia 

 

Minutes of Meeting 

Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group (MSG) 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Oktober 2022 

Waktu : 09.00 WIB - selesai 

Agenda : Rapat Forum Multi Stakeholder Group (MSG) Pelaksanaan  

                              Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah Industri Ekstraktif  

 Tempat : Grand Mercure Hotel  

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM 

Resume Hasil Rapat 

1. Rapat konsultasi MSG dilaksanakan berdasarkan Undangan Sekretaris Jenderal 

KESDM, Nomor: 282.Und/DI.02/SJN.D/2022. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari: 

• Pemerintah Pusat: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPMA, SKK 

Migas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian 

Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara. 

• Pemerintah Daerah : Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Dinas ESDM Aceh, Dinas 

ESDM Sultra, ADPMET, BPMA Aceh 

• Perusahaan dan Asosiasi: Asosiasi Petroleum Indonesia, Asosiasi 

Pertambangan Batubara Indonesia, Indonesian Mining Association. 

• Stranas PK dan Lembaga Swadaya Masyarakat  (Pattiro, IDEA, PWYP) 

2. Tujuan rapat adalah: 

• Implementasi Pengarusutamaan EITI 

• Pembahasan Pelaporan EITI Indonenesia ke 10 (FYI 2021) 

• Persiapan Validiasi Tahun 2023 



 

• Perkembangan Bantuan Teknis dari EITI Internasional. 

3. Forum MSG dibuka dan dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi ESDM, 

menjelaskan hal-hal berikut: 

• Implementasi Pengarusutamaan EITI 

Upaya Partial Mainstreaming dan Perkembangannya tentang Penyiapan 

Systematis Disclosure dan Arsitektur Integrasi :  

− Partial Mainstreaming Standar EITI 2019 (Bagian 8) mendorong negara-

negara pelaksana untuk menerapkan pengungkapan sistematis (Systematic 

Disclosure)  telah diterima oleh Committe Paper Dewan EITI Internasional 

− Forum MSG akan memperkuat keterbukaan data yang sistematis, tersedia 

bagi publik, berasal dari sumber yang valid, yang bermanfaat untuk 

mendukung pembangunan negara menuju full systematic disclosure pada 10 

persyaratan EITI. Dewan EITI mencatat upaya Indonesia untuk meningkatkan 

pelaksanaan Persyaratan EITI teknis tingkat disagregat dan kualitas data. 

• Persiapan Validasi Indonesia 2023 

− Persyaratan/Standar EITI 2019 dari sisi komponen, prosedur dan persiapan 

serta jadwal  

− Keterlibatan dari para stakeholder, keterbukaan data (tertutup/terbuka), serta 

pemanfaatan dari data tersebut 

• Pembahasan Pelaporan EITI Indonesia ke 10 (FYI 2021) 

4. Pembahasan dan Tanggapan: 

• Sekretariat EITI diharapkan memastikan keberlanjutan data yang bersifat 

integrasi by sistem nantinya yang dihubungkan dalam portal dengan berkordinasi 

dengan produsen data, sehingga perlu ada nya PIC dari masing-masing PIC dan 

pengecekan berkala. 

• Saat ini terkait pajak belum termasuk Systematic Disclosure, karena perlu adanya 

pembahasan dan adanya peraturan yang menyatakan bahwa data pajak per 

perusahaan belum dapat dibuka , namun saat ini yang disampaikan pada laporan  

EITI Indonesia adalah data pajak berasal dari LKPP dan berdasarkan laporan dari 

perusahaan yang dilaporkan ke Sekretariat EITI Indonesia 

• Distribusi Revenue: Bagaimana Kondisi distribusi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak  diperoleh saat ini dapat diakses melalui LKPP, namun untuk rencana ke 



 

depan diharapkan data ini dapat diakses dalam bentuk open format data 

• Usulan perlu dipertimbangkan juga keterlibatan industri kehutanan (KLHK), 

namun hal ini perlu dikonfirmasi jenis data untuk menghindari adanya redundasi 

laporan 

• Urgensi untuk data Transportasi Revenue saat ini adalah hanya untuk data 

transportasi batubara dimana merujuk pada PT KAI. Hal ini dibutuhkan karena 

untuk menujukkan seberapa besar kemudahan akses terhadap data 

transportation revenue, namun ke depan akan dieksplorasi lebih jauh untuk data 

pengangkutan minyak bumi dan gas (pipa) 

• Terkait lingkungan untuk laporan AMDAL saat di eksplorasi diharapkan dapat 

ditampilkan dokumen – dokumen amdal yang dibutuhkan untuk industry ekstraktif 

namun ada beberapa data yang terdapat di dalam amdal yang tidak dapat dibuka 

di public karena bersifat sangat sensitive 

5. Rekomendasi Konsultan EITI Internasional terkait Laporan kajian Studi Pencegahan 

Korupsi di Pertambangan, dan Migas perlu dicermati kembali dan dibutuhkan adanya 

revenue flow, dan “jargon dari kisah sukses anti korupsi” yang tepat.  

6. SKK Migas menyampaikan:  

• Dalam rangka pencegahan korupsi SKK Migas memiliki SMAP yang merupakan 

salah satu bentuk upaya SKK Migas untuk meningkatkan tata kelola di industri hulu 

migas yang baik dan bersih dari praktik korupsi.  SKK Migas juga telah 

mendapatkan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 terkait SMAP. Dalam rangka 

melaksanakan SMAP dan ISO 37001:2016 dan menciptakan lingkungan kerja 

perusahaan yang bersih dan bebas dari praktek KKN, SKK Migas menerapkan 

Prinsip 4No bagi Manajemen, Pegawai dan Keluarga Manajemen dan Pegawai SKK 

Migas yakni: No Kickback, No Luxurious Hospitality, No Bribery, No Gift yang 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

• Sesuai Status tanggal 6 Oktober 2022 KKKS yang telah menyampakan data 

pelaporan EITI sesuai daftar dari Sekretariat EITI adalah 71 KKKS (Di luar KKKS di 

bawah kewenangan BPMA) dari total 74 KKKS yang telah menerima kuesioner dari 

Sekretariat EITI. SKK Migas akan mengingatkan 18 KKKS operator yang belum 

melaporkan data untuk Pelaporan kesepuluh EITI Indonesia. 

• Mengenai keterbukaan kontrak PSC Hulu Migas dalam Systematic Disclosure 



 

dalam rangka menjaga kesucian kontrak antara Para Pihak dalam PSC yang sudah 

berjalan dan untuk menjaga iklim investasi, maka disarankan untuk keterbukaan 

kontrak PSC hanya untuk PSC yang baru saja dan agar hal ini diberitahukan kepada 

peserta lelang WK Migas sejak di awal lelang WK Migas. 

• SKK Migas sudah menyampaikan kepada Sekretariat EITI data Beneficial 

Ownership/BO berdasarkan data perubahan pemegang partisipasi interes, 

perubahan pengendalian langsung, perubahan pengendalian tidak langsung pada 

WK yang dilaporkan oleh KKKS dan ada pada SKK Migas. Untuk peningkatan 

pelaporan seluruh BO hulu Migas sebaiknya difasilitasi oleh Kemenkumham Ditjen 

AHU sebagai yang lebih berwenang atas data-data B.O. 

7. Stranas PK menyampaikan bahwa untuk rekomendasi aksi 2023-2024 perlu 

didiskusikan dengan K/L lain selain KESDM dan kolaborasi dengan CSO lain yang 

sudah melakukan pemetaan terkait anti korupsi. 

8. Hasil Studi terkait Penguatan komunitas lokal : 

• Diperlukan sosialisasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah/Kabupaten/Kota mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas di 

sektor sumber daya alam  

• Perlu adanya insentif terkait inisiatif EITI di tingkat daerah sampai ke 

Kabupaten/Kota yang bertujuan agar semua masyarakat dapat berpartisipasi 

dalam mendorong terselenggaranya seluruh rantai nilai EITI 

• KESDM perlu mendorong dashboard untuk sarana transparansi dan akuntabilitas 

atas evaluasi pelaksanaan komitmen EITI yang dapat dilihat langsung oleh 

Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota bahkan masyarakat 

• Lebih sering melakukan forum MSG yang melibatkan semua pemangku 

kepentingan  

• KESDM perlu melakukan koordinasi dengan K/L terkait terutama dalam 

mengatasi dampak kerusakan lingkungan, social, ekonomi yang berkaitan dengan 

kegiatan pertambangan  

9. Rekomendasi dari Sekretariat EITI adalah pemetaan kebutuhan PPM, dan sejauh 

apa kebutuhan masyarakat terhadap energi transisi terutama darah yang dekat 

wilayah penghasil . karena saat ini di EITI Indonesia belum memutuskan sejauh apa 



 

industri ekstraktif terhadap energi transisi. 

10. Keputusan Tindak Lanjut Forum MSG: 

• Perlu masukan dari Forum MSG terkait usulan Mainstreaming EITI yang diusulkan 

saat ini  

• Akan dilakukan beberapa kegiatan diskusi untuk penyiapan validasi EITI April 2023 

• SKK Migas akan mengingatkan 18 KKKS operator yang belum melaporkan data 

untuk Pelaporan kesepuluh EITI Indonesia. 

• Tim Konsultan Anti Korupsi akan melakukan kordinasi dengan Stranas PK terkait 

kebutuhannya apa saja terkait anti korupsi. 

• Tim Konsultan PWYP akan mengembangan analisa lebih lanjut terkait beberapa 

kebutuhan energi terbarukan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan dari hasil temuan PWY



 

 

Lampiran Foto Kegiatan 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

DAFTAR HADIR OFFLINE 

 



 



 

 



 

DAFTAR HADIR ONLINE 

Nama Instansi/Unit/Lembaga Jabatan 

Alyani Widiastini SKK Migas Staf Divisi Akuntansi 

Dzaky Ahmad MIND ID XPLORER 

Aran Wislon Hotmen SKK Migas Staf PDSI 

Teuku Mohamad Faisal Badan Pengelola Migas Aceh Kepala BPMA 

Adhi Setiawan SKK Migas MSTI 

Indry Widiyasari Biro Hukum, Kementerian Keuangan 
Kepala Bagian Hukum Sumber Daya 
Aparatur 

Setya Pramusinta 
Subdit Penerimaan SDA Migas - DJA - 
Kemenkeu Kepala Seksi Penerimaan SDA Migas I 

marjolijn wajong Indonesian Petroleum Association Direktur Eksekutip 

Brian Sitanggang Ditjen Minerba Analis 

Ririn Aprillia Pusdatin ESDM Staff 

Wicitra Diwasasri PWYP Indonesia Program Officer 

Adi Yusfan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) 
Kepala Divisi Formalitas, Hubungan 
Eksternal dan Sekuriti KKKS 

rizkan dwi raharjo itjen kesdm auditor 

Irfan Abdillah Nasution DJBC /DIKC Pemeriksa Bea dan Cukai 

Rania Ashari APBI-ICMA Administrative Assistant 

Bambang Riswanda KBUMN Koordinator 

Heri Rakhmadi Bamboedoea (Communication Firm) Konsultan 

 


